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         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Menurut A. Abdurrachman “Bank adalah suatu jenis lembaga 

keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti 

memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap 

mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda 

berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.1 Bank 

merupakan peranan penting dalam suatu lembaga keuangan dalam 

sektor ekonomi masyarakat. Secara umum pengertian bank adalah 

sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan 

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan 

uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai Banknote. 

Berdasarkan pada fungsinya, bank sebagai lembaga keuangan 

menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, 

badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga 

pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya.2 Adapun dalam upaya 

meraih keuntungan bank juga melakukan penyaluran dana-dana yang 

dihimpun kepadanya lewat kegiatan usaha seperti pemberian kredit, 

                                                           
 1 A.N Abdurrachman, 2014, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta : PT. 

Pradnya Paramita 

 2 Etty Mulyati, 2016, Kredit Perbankan ; Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro 

Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama 
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investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan 

internasional, ataupun penempatan dana pada pihak lain.3  

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut R. Subekti dalam 

bentuk apapun pemberian kredit lahir, kesemuanya itu pada hakekatnya 

yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata.4  

Sebagaimana dijelaskan bahwa perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis 

dan mutu yang sama pula. 5 

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara kreditur dan 

debitur, maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit secara 

tertulis. Peraturan perundang-undangan mengharuskan pembuatan akta 

otentik untuk dilakukan dalam mewujudkan tercapainya ketertiban, 

                                                           
 3 Siswanto Sutojo, 1997, Menangani Kredit Bermasalah, PT Pustaka Binaan Pressindo, 

Jakarta 

 4Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika  
5 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1754  
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serta perlindungan hukum kepada Masyarakat sesuai kebutuhannya.6 

Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh 

aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah 

diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi 

bank.7 

Perjanjian menurut pengertiannya dalam pasal 1313 KUHPerdata 

adalah suatu persetujuan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Kemudian syarat supaya sesuatu dapat disebutkan sebagai perjanjian 

bila memenuhi pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu 

hal tertentu, suatu sebab yang halal.8 

Perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk Akta Otentik 

membutuhkan peran Notaris dalam proses pembuatannya. Pada proses 

pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan 

dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal 

kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga 

                                                           
 6Ghansam Anand, 2018, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Jakarta : 

Prenasamedia Group  
7Maria Kamelia, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam 

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4  

    8 Inri Januar, Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Perubahan Kualitas Akta Notaris 

Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi HukumBerdasarkan Undang-Undang 

Jabatan Notaris, Honeste Vivere : Volume 34 Issue 1, 2024 
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kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan 

kredit.9 

Dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang menyatakan “Notaris 

berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang” 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta 

autentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat 

oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

tempat di mana akta dibuatnya. Dari pengertian pasal 1868 KUHPerdata 

maka sebuah akta mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi agar 

dapat dikatakan sebagai akta otentik. Syarat pertama akta itu dibuat 

sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang. Ditentukan 

Undang-Undang memberikan penekanan bila akta otentik berbentuk 

baku atau setidaknya mempunyai syarat minimum. Secara materil para 

pihak masih dapat menggunakan kebebasannya untuk menuangkan apa 

                                                           
 9  M. Bahsan, 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada 
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yang diinginkan dalam akta otentik, tetapi secara formil untuk bentuknya 

telah ditentukan dengan pengertian boleh ditambah tetapi tidak bisa 

dikurangi. Syarat yang kedua akta dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa. Termasuk dalam pegawai umum yang 

berkuasa adalah notaris sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 

UUJN. Berdasarkan kedua syarat tersebut maka akta notaris menjadi akta 

otentik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 UUJN. 

Selain itu dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang 

Jabatan Notaris, kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan 

Debitur dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris 

diatur. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang 

Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, 

akta tersebut ditandatangani oleh Debitur, saksi, dan Notaris, kecuali 

apabila Debitur yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan 

menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan 

tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (verlijden). 

Pemberian kredit terdapat 6 tahap, yaitu dimulai dari tahap 

permohonan kredit, pencatatan adminitrasi kredit, putusan bank, dan 

pencairan kredit. Dalam penyaluran kredit tersebut account officer 

melakukan analisis 5C yaitu : character (watak), capacity (kemampuan), 

capital (modal), collateral (jaminan), dan condition (kondisi ekonomi). 

Apabila debitur atau pemohon kredit telah memenuhi 5C tersebut 
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barulah dapat dikatakan layak untuk dikabulkan permohonan fasilitas 

kreditnya.  

Dalam pemberian kredit, kreditur akan meminta jaminan kepada 

debitur. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh Debitur 

dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di 

antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada 

umumnya kreditur mensyaratkan adanya jaminan sebelum memberikan 

pinjaman uang kepada debitur. Sementara itu, keharusan penyerahan 

jaminan tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan 

intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku.10  

Sebagai objek jaminan utang yang dapat digunakan dalam suatu 

utang piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang 

tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penanggungan utang). Barang 

tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan 

(melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, gudang, 

hotel, dan sebagainya. Sebagian dari objek jaminan kredit sebagaimana 

                                                           

10 Gregoryo Terok, Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit, Lex Privatum, 

Vol.I/No.5/November/2013  
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yang disebutkan di atas diatur atau berkaitan dengan suatu peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku.11 

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan 

mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 1 butir 1 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dapat 

diketahui bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalah suatu 

benda jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek 

jaminannya berupa Hak-Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.12  

Perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan sehingga 

perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok atau prinsip sedangkan 

perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau assesoir artinya ada dan 

berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari  perjanjian pokok 

(perjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir 

karena adanya pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian 

jaminan akan menjadi hapus dan berakhir. Tetapi sebaliknya jika 

perjanjian jaminan menjadi hapus atau berakhir, misalnya barang yang 

                                                           
11  Gregoryo Terok, Op Cit, Hal 8 

12 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tangungan Azas-Azaz Ketentuan-Ketentuan Pokok dan 

Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan, 

Alumni, Bandung  
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menjadi jaminan musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir.13 Hal ini 

disimpulkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUHT “Pemberian Hak 

Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan 

sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam 

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang 

yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang 

tersebut.” 

Pembuatan perjanjian kredit dan pengakuan hutang, dibutuhkan 

peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris adalah 

seorang pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat Surat 

Keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-

perbuatan hukum melakukan pembuatan perjanjian kredit karena 

Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta 

otentik. Dengan demikian, selain keharusan adanya perjanjian kredit 

sebagai perjanjian pokok, maka untuk kepentingan bank, dalam hal ini 

jaminan pengembalian kredit yang diberikan, benda jaminan atau 

agunan yang diserahkan oleh debiturnya, harus dilakukan pengikatan 

atau pembebanan hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Jika objek berada diwilayah Notaris, maka Notaris 

tetap berwenang membuat SKMHT saja, lalu bank bertanggung jawab 

kepada PPAT untuk APHTnya.  

                                                           
13 Moch Ali, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undip, Semarang 



 
 

 

9 

 Kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat publik yang bisa 

memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya telah jelas 

dijabarkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Tentunya jika 

seorang Notaris tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik, dan melanggar ketentuan tersebut di atas, Notaris dapat 

dikenakan sanksi. Sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 84 UUJN 

yang mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan 

kepada Notaris yang melanggar ketentuan. Sanksi ini dijatuhkan oleh 

Majelis Pengawas Notaris. Selain itu Pasal 85 UUJN juga menegaskan 

sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Notaris yang 

melanggar ketentuan ialah berupa : teguran lisan dan tertulis, 

pemberhentian sementara dari jabatannya, pemberhentian dengan 

tidak hormat dari jabatannya, pemberhentian dengan hormat dari 

jabatannya.14 

Secara umum dapat dikatakan bahwa peran Notaris dalam 

pembuatan perjanjian kredit yang diberikan oleh kreditur terhadap 

debitur untuk berperan dalam memberikan kepastian hukum atau 

perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian 

kredit. Akta perjanjian Kredit merupakan akta para pihak, yang salah 

satu unsurnya adalah kehadiran dan tandatangan para penghadap, maka 

sudah selayaknya apabila Notaris tidak akan membuat akta tersebut 

                                                           

14 Soegianto, 2015, Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris, PT. Farisma 

Indonesia, Yogjakarta.  
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tanpa kehadiran kreditur yang dalam hal ini diwakilkan oleh pimpinan 

atau pejabat bank yang mempunyai kewenangan untuk itu. 

Walaupun akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, namun akta 

Notaris dalam praktik dapat mengalami degradasi kekuatan alat bukti. 

Degradasi akta Notaris diartikan sebagai akta Notaris yang tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta otentik namun dianggap sebagai akta 

dibawah tangan, hal ini terjadi bila Notaris dalam membuat suatu Akta 

tidak memenuhi semua ketentuan dalam Undang-undnag Jabatan 

Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu 

kesatuan dari peresmian akta (verlijden), dalam hal ini yang menjadi 

fokus pembahasan adalah penandatanganan akta di mana 

penandatangann tersebut harus dilakukan di hadapan Notaris bahwa 

sebelum akta tersebut ditandatangani terlebih dahulu akta tersebut 

dibacakan di hadapan para pihak yang bersangkutan guna 

menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak 

kemudian akta tersebut ditandatangani, tentunya di hadapan para pihak 

dan dua (2) orang saksi. Ketentuan Pasal tersebut memberikan kepastian 

kehadiran para pihak yang hadir di hadapan Notaris adalah pihak yang 

juga bertandatangan dalam akta. 
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Akibat hukum yang akan timbul bila akta Notaris dibuat dengan tidak 

memenuhi ketentuan UUJN keterangan di bagian awal/kepala dan 

akhir/penutup akta, akan berakibat hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian di bawah tangan berdasarkan Pasal 41 UUJN. Apakah akibat 

hukum ini sudah tepat mengingat perbuatan hukum tertentu yang 

aktanya oleh undang-undang wajib dalam bentuk otentik, seperti Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), maka terjadinya 

penurunan kualitas atau terdegradasinya akta menjadi akta dibawah 

tangan yang menjadikan akta tersebut batal demi hukum. 15 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum yang 

memiliki wewenang membuat akta otentik, tidak menutup kemungkinan 

bagi Notaris melakukan kesalahan yang berkaitan dengan 

profesionalitas kerjanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) 

dan ayat (7) UUJN. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan Notaris 

tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang salah dari isi akta tersebut 

dan dapat mengakibatkan adanya wanprestasi baik dilakukan oleh salah 

satu pihak maupun para pihak yang bersangkutan, sehingga akta tidak 

akan bisa digunakan sebagaimana peruntukannya tersebut dan 

menimbulkan akibat hukum atas Akta tersebut maupun Notaris/PPAT . 

Sebagai Notaris/PPAT menjalankan kewenangannya agar terhindar dari 

                                                           
15 Herlien Budiono, 2014, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, 

Bandung 
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sanksi-sanksi yang berlaku maka harus melaksanakan sumpah jabatan 

dengan baik dan benar, serta menjaga moral, integritas dan karakter. 

 Pemahaman dalam hal ini mengenai ketentuan hukum yang berlaku, 

terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit bank, 

merupakan realitas dalam praktek Notaris yang tidak dapat dipungkiri 

(mungkin ada juga yang tidak pernah melakukan) terjadinya pihak 

debitur dan kreditur yang tidak menghadap Notaris pada saat 

bersamaan dalam membacakan dan melakukan penandatanganan 

perjanjian kredit berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf m, sehingga akan 

menimbulkan akibat hukum atas perbuatan tersebut. Berdasarkan  

uraian ini, maka penulis akan melakukan penelitian atas masalah 

tersebut dengan tesis yang berjudul “Akta Perjanjian Kredit Tidak 

Ditandatangani Di Hadapan Notaris” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalah dalam tulisan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan akta perjanjian kredit yang tidak 

ditandatangani di hadapan Notaris ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur apabila 

akta perjanjian kredit tidak ditandatangani di hadapan 

Notaris ? 



 
 

 

13 

3. Bagaimana sanksi hukum kepada Notaris yang tidak 

melakukan penandatanganan akta perjanjian kredit di 

hadapan Notaris? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis setelah melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut :  

a. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan akta 

perjanjian kredit yang tidak ditandatangani di hadapan 

Notaris.  

b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur 

apabila akta perjanjian kredit tidak ditandatangani di 

hadapan Notaris. 

c. Untuk menganalisis sanksi hukum kepada Notaris yang 

tidak melakukan penandatanganan di hadapan Notaris. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dalam penulisan ini secara teoritis dan praktis : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, khususnya 

mengenai Kewenangan Notaris dalam Penyusunan 

Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan. 
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b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam tesis ini adalah memberikan 

masukan bagi berbagai pihak untuk memecahkan masalah 

hukum terkait perjanjian kredit yaitu ; 

1) Bagi Notaris/PPAT 

Bermanfaat sebagai pedoman dalam memahami 

kewajiban-kewajiban Notaris pada umumnya agar 

dalam pelaksanaan jabatan Notaris terhindar dari 

sanksi-sanksi secara keperdataan dan administratif. 

2) Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi bank dan 

nasabah terkait dengan perjanjian kredit, apabila para 

pihak tidak melakukan penandatangan di hadapan 

Notaris. 

3) Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi serta 

wawasan mengenai perjanjian kredit bank dalam 

prosedur pembuatan akta perjanjian kredit 

penandatanganan harus di hadapan Notaris.  

E. Kerangka Teori 

 Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam 

mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara 
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sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. 

Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), 

definisi proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis 

tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk 

menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Berdasarkan 

pengertian Teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa 

teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini. 

1. Teori Kewenangan 

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan 

menganalisa masalah tentang kewenangan Notaris dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya. Kewenangan 

merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan 

kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang 

bersangkutan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu 

pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah 

kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan 

sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 

pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga 

dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan 
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dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak 

lain yang diperintah” (the rule and the ruled).16 

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang 

berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat 

dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan 

dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang 

pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan 

hukum publik.17 

 Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan 

wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi 

menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian 

kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum 

yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi 

kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh 

pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang 

penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan 

kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 

menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan 

hukum administrasi negara.18 

                                                           
 16 Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris IndonesiaTafsir Tematik Terhadap UU NO. 3O Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris , Bandung : PT. Refika Aditama 
17 Riduwan HR, 2013, Hukum Adminitrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 

 18 Ridwan HR, 2009, Hukum Adminitrasi Negara  
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 Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang 

ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan 

kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan 

Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. 

Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan 

dibagi menjadi:  

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu 

pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan 

(atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid 

door een wetgever aan een bestuurorgaan). 

Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap 

ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan 

kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 

Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di 

tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ 

pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya 

berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh 

pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada 

kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang 

dasar atau peraturan perundang-undangan.  

2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) 

yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan 

wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non 

atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat 

yang berwenang telah menariknya kembali. 

Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan 

kepada bawahan tersebut membantu dalam 

melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk 
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bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini 

dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan 

ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, 

dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh 

peraturan perundang- undangan yang berlaku.19  

2. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch 

menyatakan bahwa hukum harus dibuat secara pasti dan 

tertulis. Hukum harus didasarkan pada fakta dan tidak mudah 

diubah. 

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori 

kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar 

yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian 

hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut ; 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti 

bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya 

hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. 

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam 

hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, 

sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal 

pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah 

dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 

                                                           
 19 Riduan HR., 2010, Hukum Adminitrasi Negara, Jakarta : Rajawali Press  
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Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai 

kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu 

mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam 

masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif 

tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum 

merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. 

Sedangkan Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum 

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum 

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.20  

Adanya peran seorang Notaris dalam proses penyusunan akta 

perjanjian kredit dan pengikatan jaminan untuk menjamin 

perlindungan hukum, merupakan upaya dalam memberikan 

kepastian hukum kepada kedua belah pihak dalam bertransaksi 

kredit. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan 

hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

                                                           
 20 Asikin Zainal. 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Press 
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pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.21  

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.22 

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa 

hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif.23 Pendapat Sunaryati Hartono 

mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah 

dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial.24  

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan 

                                                           

21 Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi 

Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya  

 22 M Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press 

 23 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja 

Rusdakarya 

 24 Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung 

: Alumni 
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untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penangananya di lembaga peradilan.25 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan 

pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam 

penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi 

operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan 

dengan penelitian ini. 

1. Kewenangan Notaris 

Kewenangan Notaris adalah kewenangan atribusi, hal ini 

dikarenakan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-

Undang Jabatan Notaris. Wewenang yang ada dalam seorang 

Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan 

tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh Undang-

Undang. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh seorang 

Notaris merupakan kewenangan atribusi.26 

2. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat PPAT yang 

dalam Bahasa Belanda disebut land titles registrar, mempunyai 

kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam 

                                                           
    25Maria Alfons, 2010, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk- 

produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang 
26 Daniar Ramadhan, Ngadino, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang 

Berhubungan Dengan Pertanahan, Vol. 12, Nomor 2 
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kehidupan berbangsa dan bernegara karena pejabat ini diberi 

kewenangan oleh negara, untuk membuat akta pemindahan hak 

atas tanah di Negara Republik Indonesia.27 

PPAT diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

dan hak milik atas satuan rumah susun. Selain itu PPAT juga 

berwenang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

3. Akta  

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut 

“acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau 

“deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat 

yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang 

menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula 

dengan sengaja untuk pembuktian.28 

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai 

definisi akta dan akta otentik yaitu29 :  

                                                           
27 H. Salim, 2016, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta 

28 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty  

29 Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta : Pustaka Yustisia 
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1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda 

tangan yang tertera dibawah tulisan. 

2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPer menyebutkan bahwa 

termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta 

di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat 

rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa 

perantaraan pejabat umum. 

3. Pasal 1867 KUHPer selanjutnya menentukan bahwa 

akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap 

sebagai bukti tertulis.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua macam 

akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. 

4. Perjanjian Kredit Bank 

Perjanjian kredit bank pada umumnya dilakukan dalam 

bentuk tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku, perjanjian ini 

dapat dibuat dengan akta bawah tangan maupun akta otentik.30 

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari 

penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil 

permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai 

hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Pada praktek isi 

perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank 

                                                           
30 Asuan dan Susi Yanuarsi, “Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank”, 

Jurnal Vol.20 No. 3 
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lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-

ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), dapat pula berdasarkan atas kesepakatan 

bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.  

Penyaluran kredit adalah perencanaan penyaluran harus 

didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan 

jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap 

Tingkat Kesehatan dan liquiditas kredit harus dilakukan secara 

relalitas dan objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan 

tujuan tercapai.  

Prinsip 5C adalah prinsip yang utama untuk melihat 

kemampuan nasabah dalam menerima kredit yang diajukan. 

Prinsip mengenai pengajuan kredit tidak hanya ditujukan pada 

kemampuan ekonomi saja, tetapi juga personality dan latar 

belakang pihak pengaju. prinsip 5C penting untuk 

mempersiapkan diri sebelum mengajukan kredit, dapat 

dijelaskan31 : 1) Capacity : kemampuan pihak debitur untuk 

melunasi kredit yang diajukan. 2) Collateral : jaminan yang akan 

diserahkan pada pihak bank, mengantisipasi jika terjadi 

ketidakmampuan bayar debitur atas kredit yang telah diberikan. 

                                                           
31  Lailatul Jamilah, “Analisis Aplikasi Prinsip 5C terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja 

PT Bank Rakyat Indonesia”, Jurnal Ilmiah 
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3) Character : kriteria awal yang akan dinilai karena untuk 

mengenali watak calon debitur. Biasanya pihak bank akan 

melakukan wawancara untuk menilai sikap hingga latar belakang 

calon debitur. 4) Capital : merupakan kriteria bagi nasabah yang 

mengajukan kredit usaha. 5) Condition : kondisi ekonomi pihak 

pengaju kredit. Kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah 

seseorang mampu membayar kredit yang diberikan pihak bank. 

Kondisi ekonomi atau usaha yang kurang stabil akan menjadi 

pertimbangan untuk memberikan persetujuan kredit. 

5. Hak Tanggungan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungan 

diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan 

jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang 

diterima.32 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT), hak tanggungan adalah Hak Jaminan yang 

dibebankan pada ha katas tanah sebagaimana yang dimaksud 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk 

pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur 

lainnya.33 

                                                           
32 Pasal 1 Ayat (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 
33 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tAHUN 1996 Tentang Hak Tanggungan 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu 

research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search 

(mencari) demikian secara penelitian berarti mencari kembali.34 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dari sudut 

sifatnya adalah penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif 

(yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.35 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai 

peraturan perundang-undangan di bidang hukum undang-

undang intelektual dan hukum kenotariatan. 

2. Pendekatan Penelitian Normatif 

a. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang 

memberikan sudut pandang analisa penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek 

konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau 

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan 

konsep-konsep yang digunakan.  

                                                           
 34 Sunggono Bambang, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 

 35 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitihan Hukum, Salatiga : Ghalia Indonesia 
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Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, 

peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.36 

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman 

terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun 

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang 

dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide 

dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep 

hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan.  

b. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) 

   Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan 

fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum 

normatif. Peneliti harus memahami aturan hukum sebagai 

sistem tertutup yang bersifat: Pertama, comprehensive 

(norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait 

antara satu dengan yang lain secara logis). Kedua, all 

inclusive (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup 

mampu menampung isu hukum yang ada, sehingga tidak 

                                                           
36 Peter Mahmud Marzuki, 2024, Penelitian Hukum,Jakarta: Kencana 
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akan ada kekuranga hukum). Ketiga, systematic (di samping 

bertautan antara satu dengan yang lain norma-norma hukum 

positif juga tersusun secara hierarkis). 

   Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan 

dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Produk 

yang merupakan beschikking/decree yaitu suatu keputusan 

yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat 

konkret dan khusus, seperti Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak 

dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.37 

Hasil dari kajian merupakan suatu argumen untuk 

memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis dalam penelitian ini melakukan penginventarisasi, 

mengumpulkan bahan hukum dimana bahan hukum ini 

merupakan keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan dan 

prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan 

Perundang-Undangan, perjanjian termasuk juga mengenai 

pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran 

hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi : 

 

                                                           
 37 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit 
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a. Bahan hukum primer  

 Bahan hukum primer merujuk pada dokumen resmi dan 

peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas atau 

kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini 

menjadi pedoman utama yang harus diikuti oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data primer dalam penelitian hukum, yakni :  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan 

5) Peraturan Otorita Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di 

Sektor Jasa Keuangan. 

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan 

7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 
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b. Bahan hukum sekunder  

       Bahwa bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum 

yang membahas atau menjelaskan sumber hukum utama atau 

primer (seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, 

dan sebagainya) yang relevan dengan topik yang sedang 

dibahas. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan 

ensiklopedia, dilengkapi dengan publikasi hukum tersier yang 

memberikan panduan dan klarifikasi. Miasalnya : buku hukum, 

karya tulis ilmiah bidang hukum, pendapat sarjana, artikel dan 

internet. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 

Studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dengan 

melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan 

mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian 

terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas.38 

 

 

                                                           
 38 M. Nazir, 2005, Metodologi Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia 
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5. Teknik Pengolahan Sumber Bahan Hukum 

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil 

penelitian kepustakaan maka dilakukan pengolahan yang 

dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum 

sehingga dapat memperoleh kesimpulan.39 

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana 

dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief 

Sidharta, yaitu mendeskripsikan, menstrukturkan dan 

mensistematikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan 

tataran, yakni:40 

a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan 

memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki 

sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi 

dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan 

metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum 

koheren; 

b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematiskan peraturan 

hukum berdasarkan subtansi hukum dengan cara 

memikirkan menata ulang dan menafsirkan material 

yuridis dalam perspektif teleogis sehingga sistemnya 

menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan 

metodologi  sebagai patokan sistematisasi. 

                                                           
 39 Soekanto Soerjono, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UI Press 

    40 Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung, 

CV. Mandar Maju 
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c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu mensistematisasi 

hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan 

dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat 

menafsirkan ulang pengertian baru, dengan menerapkan 

metode interdispliner atau transdisipliner, yakni 

memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia 

lainnya dengan pendekatan antisipasi masa depan 

(Futurology). 

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang 

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer 

dan data sekunder. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan adalah suatu tipe pemikiran 

yang dipergunakan dalam penelitian atau sebagai suatu teknik 

yang umum bagi ilmu pengetahuan untuk melaksanakan suatu 

prosedur.41 Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah 

metode deduktif, yaitu dengan menggunakan pola berpikir yang 

disusun dari dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan 

(silogisme). Penalaran deduktif ini adalah suatu cara berfikir  

                                                           
 41 Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Cetakan IV, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta 
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untuk menarik kesimpulan yang berawal dari alasan umum 

menuju ke arah  yang lebih spsifik.42

                                                           
            42  Op.Cit. Irwansyah dan Ahsan Yunus. Hlm.143 
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